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Dalam berbagai literatur politik modern disebutkan bahwa
media massa merupakan pilar ke-empat dalam struktur negara
demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penempatan
media massa sebagai pilar ke-empat dalam demokrasi ini tidak
terlepas dari kemampuannya sebagai saluranbagi berbagai
elemenmasyarakat untuk mendapatkan informasi, menyuarakan
pendapat, atau bahkan mengkritik penyelengaraan negara.
Kemampuan tersebut menempatkan media massa sebagai bagian
dari apa yang disebut Habermas (1962) sebagai bagian dari public
sphere atau ruang publik. Sebagai ruangpublik (public sphere)
secara idealmemang media dapat sekaligus berfungsi sebagai
katalisator informasi diantara masyarakat tanpa harus ada inten'ensi
dari negara maupun pasar (ntarket). Oleh karena itu, media
dipandang memainkan peran strategis untuk terciptanya sebuah
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ruang sosial yang bemamaruang publik (public sphere)d,alam sisrem
demokrasi ideal disuatu negara.
Namun demikian, sebagai bagiankecil subsistem dari sistem
besar yang terdapat dalam suatu entitas negara, corak media massa
memang tidak bisa sepenuhnya dilepaskandari korelasinya dengan
sistem dan karakteristik pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam
Iiteratur klasik (lihat; Siebert, paterson dan Scharmm, tSiSAl
pembahasan mengenai relasi antara media dengan sistem
pemerintahan tersebut melahirkan apa yang dikenal luas dengan
sebutan "Four Theories of Press"atau empat teori pers sebagaimana
dikemukakan oleh Siebert dan Peterson dalam Harahap (2003) yang
antara lain terdiri dari; (1) Teori pers otoritarian, (2) Teori pers
Libertarian, (3)Teori Pers Komunis, dan (4) Teori tanggung jawab
sosial. Teori ini menggambarkan hubungan kausalitas bagaimana
media massa harus bekeija dalam suatu sistem negara dengan
karakteristik pemerintahan yang berbeda.
Terkait dengan relasi media dan negara ini Dhakidae dalam
disertasinya (1991:95) turut pula mengemukakan bahwa "apabiia
negara menguat maka media akan melemah, begitu pula sebaliknya
apabila negara melemah dengan sendirinya media akan menguat".
Penjelasan tersebutmemberikan gambaranbahwa keberadaan media
dalam sebuah sistem pemerintahan yang kuat dan represif akan
cenderung melemahkan kekuatan media. Ketika kontrol pemerintah













akan terjadi. Akan tetapi penguatan media yang terjadi akibat
kelongaran regulasi dari pemerintahtersebut berpotensi
menghadirkan kekuatan baru yang bernama kekuatan pasar
(market)sebagai regulator utama yang hadir dalam wujud tidak
terlihat namun dapat dirasakan'keberadaannya. Kondisi inilah yang
kemudian dikenal dengan nama regulasi pasar (marketregulation).
Dalam marketregulation, institusi media massa berikutisi
kontennyasangat memungkinkan untuk disetir oleh berbagai
kepentingan pemilik modal dan pengiklan atau seringkali disebut
dengan kapitalis. Dalam konteks inilah, pasang surut relasi antara
media dan pemerintah di Indonesia serta pasar pada sisi lain,
melahirkan berbagai bentuk perlakuan berbeda dalam kebijakan
regulasi media massa dari satu masa pemerintahan ke masa
pemerintahan lainnya.
Secara historis, regulasi yang mengatur media massa di
Indonesia sebenarnya telah adajauh sebelum negara Indonesia hadir
sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ini dapat dilihat dari adanya
Radiowet (Undang-Undang tentang Radio) yang diterbitkan
Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1934. Menurut penjelasan
Saefudin (2004:53), "setelah lndonesia merdeka Presiden Soekarno
pada masa Orde Lama, mengesahkan UU No. ll Tahun 1966
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-undang inilah
yang kemudian menjadi landasan yuridis sistem pers di awal








Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto
kemudian menjelma menjadi kekuasaan yang sangat otoriterdan
represif terlebih lagiterhadap. media massa.Keharusan adanya surat
ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) serta pembreidelan terhadap surat
kabar dan majaiah merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah
Orde Baru untuk melakukan kontrol kepemilikan sekaligus konrol
terhadap ionten media2.
Pada masa Orde Baru ini; media tidak bisa dipungkiri
merupakan instrumen politik yang dikendalikan sepenuhnya oleh
penguasa untuk dijadikan "corong" bagi keberhasilan pembangunan
yang dilakukan pemerintahan Soeharto. Sehingga peranan dan
fungsi ruang publik sebagai mekanisme kontrol sosial yang
dilakukan media terhadap jalannya pemerintahan Orde Baru dapat
dikatakan melemah atau bahkan sama sekali mengalami kebuntuan.
Kondisi dan situasi seperti itu dalam terminologi Althusser dalam
Gramsci (1991:80) dijelaskan bahwa media telah menjelma
sebagai"ideological state'apparatus", dimanamedia dijadikan
bagian dari aparatur negara yang bersifat ideologis.Dengan kau lain.
Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menempatkan media
hanyalahsebagai sarana atau alat bagi negara unnrk pengembangan
'Beb"r.p. koran harian dan tabloid mingguan
pembreidelan diantaranya adalah Kompas, Sinar
Pelita, Sinar Pagi, Tempo, Detik dan Editor.
yang pernah mengaiami
Ha rapan, lndonesia Times,
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ideologi penguasa dengan orientasi utama melangengkan
kekuasaan3.
Media *aisa sebagai instrumen kekuasaan Orde Baru ini
juga pernah mengalami pror", penyesuaian dan adaptasi mengikuti
perkembangan 'sektor media global yang mengarah kepada
privatisasi industri sebagai bagian dari industri media kapitalistik.
Dalam proses penyesuaian dan adaptasi tersebut, Dedy N.Hidayat
menjelaskan bahwa:
Antara tahun lg87-lgg8, pers Indonesia berada dalam
persimpangan antara fungsi pers sebagai hegemoni negara dengan
fungsi pers sebagai institusi kapitalis. Disatu sisi pemerintah mulai
mengadopsi prinsip-prinsip pers liberal, namun disisi lain
mempertahankan kebijakan-kebijakan sektor media yang
bertentangan dengan semangat libertarianisme. Dalam kurun
waktu itu, yang dilakukan pemerintah kurang lebih adalah
liberalisasi media yang bersifat proteksionis sehingga tidak
mengubah, namun malah lebih memperkuat struktur kapitalisme
kroni khas Orde Baru.(Hidayat, 2000:128)
Indikasi yang dikemukakan Hidayat (2000) tersebut semakin
nyata ketika perijinan media"seperti Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP)ataupun izin spektrum frekuensi siaran hanya diberikan
kepada segelintir pelaku bisnis yang merupakan kroni dan kerabat
3 Orientasi untuk melangengan kekuasaan oleh Pemerintahan orde Baru ini
seringkali terlihat dari pengunaan istilah "demi menjoga stabilitos keamanaan
Nasional". Dengan istilah tersebut, konten media sering diarahkan untuk tidak
menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap pemerintahan Orde Baru.
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dekat Soehartoa. Pemberian SIUPP dan ijin frekuensi siaran sendiri
adalah bagian dari mekanisme dan praktik pelangengan kekuasaan
yang dilakukan penguasa Orde Baruuntuk menyeleksi dan
memastikan bahwa mereka yang memiliki surat kabar adalah
mereka yang secara politis tidak bertentangan dengan pemerintah.
Untungnya, praktikkebijakan regulasi media yang mengkoloni
media sebagai instrumen kekuasaan pemerintah pada akhirnya turut
inemudar seiring dengan jatuhnya pemerintahaan Orde Baru.
Implikasi paling nyata yang dirasakan publik dari sistem
demokrasi pasca kejatuhan pemerintahan orde Baru adarah
keterbukaan keran informasi. Keterbukaan informasi ini tidak bisa
dilepaskan dari keberadaan berbagai produk hukum yang menjadi
landasan dan jaminan bagi perlindungan terhadap praktik aktivitas
pencarian hingga mempublikasikan informasi. Mulaidari UU pers
No.40 Tahun 1999, UU penyiaraan No.32 Tahun 2002, UU ITE
No.ll Tahun 2008 hingga uu No. 14 Tahun 200g mengenai
Keterbukaan Informasi publik, merupakan produk hukum yang
secara khusus ditujukan agar tercipta keterbukaan keran informasi
bagi masyarakat Indonesia secara luas. urgensi diperlukannya
pengaturan dalam regulasi media salah satunya memang ditujukan
o untuk contoh kasus ini dapat terrihat dari pemberian p"rijinrn terevisi swastapertama diberikan pada RCT| yang dimiliki Bambang Trihatmodjo anak ketigaSoeharto, Kemudian perijinan SCTV diberikan pada Sudwikatmo sepupu
soeharto, dan menyusur kemudian perijinan Tpr diberikan pada siti Hardiyanti
Rukmana (Tutut) anak sulung Soeharto.
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untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berorientasi pada
konsep keberagaman kepemilikan media dan keberagaman konten,
dimana publik mendapatkan porsi untuk memrniurkun media
sebagai ruang publik (pubric sphere). pada praktiknya keran
keterbukaan informasimedia niassa saat ini seringkali : marah
dikolonialisasi oreh berbagai kepentingan ekonomi dan poritik, baik
yang bersumber dari shuktur internar orgairisasi media (pemilik dan
redaksi), maupun kekuasaan ekonomi poritik diruar struktur
organisasi media itu sendiri.
untuk mewujudkan situasi dan kondisi ideardaram regulasi
media tentu saja akan berhadapan dengan permasalahan yang sangat
kompleks. Muara dari kekompleksitasan permasalahan yang
dihadapi ini kemudian melahirkan pertanyaan, moder regurasi media
seperti apa yang seharusnya dikonstruksi sehingga dapat dijadikan
landasan dalam pengaturan regurasi media di Indonesia? sebagai
langkah awal dalam usaha pencarian model regulasi media, tulisan
ini mencoba memfokuskan kajianny a padapemetaan permasarahan
utama yang seringkari hadir dalam pengaturan regulasi media, yaitu
pertarungan wacana antara media sebagai ruang pubrik visa vis
dengan media sebagai kepentingan ekonomi politik.
Konsepsi Ruang public VS Kepentingan Ekonomi politik
Media massa diyakini merupakan sebuah medium dimana






menghubungkan antar unsur masyarakat dengan lingkungan
sekitarnya' Menurut prijono daram Nugroho (2012:2r) ,,istilah
media berasar dari bahasa Latin (tung gar: medi'um) yang berarti
sesuatu "yang ada di antara" atau "muncur secara pubrik,, atau ..ada
bagi pu'btik'; sebuah -locus publicus, ruang publik,,. Media
merupakan "ruang antara" yang menjadi katalisator bagi berlemunya
ruang privat (pembaca khalayak media) dengan Iingkungan
sekitarnya (ruang pubrik). pertemuan ini harus dimaknai bahwa
media massa memiliki posisi strategis bukan hanya dalam aspek
pemenuhan kebutahan akan informasi bagi masyarakat namun juga
sebagai fungsi kontrol yang seharusnya dapat dijalankan media.
Merujuk pada pengertian tersebut, maka dengan sendirnya
istilah media sebenarnya dapat dikatakan merupakan bagian integral
dari apa yang disebut Habermas (1962) dengan ruang pubri k(pubric
sphere)' Sebagai sebuah terminorogi daram sebuah kajian
sosial,ruang publik atau public spherememang pertama kali
diperkenalkan dan dipopulerkanoleh Habermas pada tahun 19625.
Ruang pubrik atau pubric sphere daram uraian Habermas (rgsg: ag)
adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada seluruh
realitas kehidupan sosiar yang memungkinkan masyarakat untuk
t Gag"san utama Haberm
'r::,:;:*;:.-'!ij:*i;:f ;:!";;::,:,:,::;'i),',:',';;:,;',::"::r;:::K ates o rie De r B u rse rti c h e n o"r" t t riitt' " iiilit, "';:';::"{:ilr,:I *::diterjemahkan kedalam Bahasa rncgri, p.ai;;un 1989 dengan judul ,,TheStructurotTronsformation of The puiic sp;;;;".'- '
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bertukar pikiran, berdiskusi serta membangun opini publik secara
bersama-sama. Dalam pengertian tersebut, ruang publik tidak hanya
..diasosiasikan 
pada keberadaan ruang sosial secara fisik, namun juga
menyangkut institusi sosial beserta saluran komunikasi yang
memungkinkan masyarakat /publik untuk dapat menyuarakan dan
menyalurkan opini atau pendapatnya secara bebas tanpa adanya
tekanan dari negara.
.Konsepsi ruang publik (public sphere)dapat dikatakan
merupakan upaya untuk menciptakanruang sosial diantara negara
(state) dan masyarakat (civil society), dimana setiap warga negara
dapat terlibat dalam pertukaran pikiran dan berdiskusi bersama
untuk membicarakan urusan publik tanpa harus berada dalam
kontrol dan intervensi negara maupun kekuatan ekonomi. Sehingga
upaya "penciptaan ruang" inilah yang kemudian dapat diperankan
oleh media massa yang berfungsi sebagai institusi sekaligusmedium'
sirkulasi informasi bagi negara dan masyarakat untuk
'memperbincangkan masalah-masalah publik. Pengejawantahan
ruang publik melalui institusi media massa kemudian disadari
merupakan bagian penting yang dapat dijadikan basis dalam
menegakkan demokrasi dan penguatan civil society.Oleh karenanya
pengendalian dan intervensi terhadap media massa oleh negara
maupun pasar secara sistematis, sama saja halnya dengan
mengendalikan kepentingan publik.
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Dengan demikian, merujuk pada konsepsi ruang publik,
media seharusnya diposisikan steril dan netral dari berbagai tekanan
yang mempengaruhinya agar dapat menjalankan fungsi ruang
publiknya secara ideal. Namun dalam tataran prakliknya lagi-lagi
kondisi ideal ini tentu saja sangatlah sulit untuk diimplementasikan.
Bagaimanapun juga media massa pada level praktik adalah bagian
dari institusi bisnis, yang menjadikan profit sebagai orientasi utama
mereka. Sehingga logika seberapa besar margin antara pengeluaran
modal dan keuntungan yang diperoleh menjadi kerangka kerja
mendasar yang sudah terinternalisasi dalam institusi pengelola
media massa.
Kondisi dan situasi seperti itu menjadikan media massa tak
ubahnya seperti barang dagangan / komoditasyang menjadi bagian
dari suatu produk industri. Sebagai sebuah entitas komoditas, dalam
pandangan Curran (2002:46) akan 'selalu ada kekuatan tertentu yang
mendominasi media massa, entah itu pengusaha kapitalis atau elit
politik yang berada dalam struktur pengguasa / kelas pengatur.
Impisit dalam penjelasan Curran (2002) diatas, media massa
diyakini bukan hanya sekedar medium pengantar informasi antar
elemen sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi
sebagai instrumen penundukan dan pemaksaan konsensus oleh
sekelompok orang yang secara ekonomis dan politik dominan.
Media massa bukanlah sebuah ruang publik yang secara bebas lepas
dari bentuk-bentuk hegemoni dan dominasi sekelompok elit yang
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memiliki akses ekonomis maupun politis. Disinilah, pendekatan
ekonomi politik kemudian menjadi sebuah kajian penting yang
berusaha membongkar praktik hegemoni dan dominasi yang
mengendalikan med ia untuk berbagai kepentin gan. 6
Sebagai sebuah klrjian, pendekatan ekonomi politik
mengasumsikan bahwa media tidak bisa dilepaskan dari berbagai
kepentingan;entah itu kepentingan peinilik modal, elif politik atau
kelompok lainnya. Dengan kata lain, media menjadi alat dominasi
dan hegemoni oleh sekelompok elit terhadap masyarakat. Proses
dominasi tersebut sebagaimana dijelaskan Golding dan Murdock
(1997:4)menunjukkan adanya penyebaran dan aktivitas media massa
yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat
dimana media itu beroperasi. Di Amerika Serikat sebagai negara
pengagas demokrasi sekalipunmenurut Cohen (2005:19) "praktik
-bermedia saat ini sudah mengarah menjadi "watch dog" bukan
dalam arti pengawas pemerintahan saja, namun juga lebih pada
penjaga korporasi dan kepentingan si pemilik media".
Sementara itu, dalam melihat permasalahan apakah mungkin
media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang publik,
secara detail Herman dan Chomsky (1988) menguraikan bahwa;
6 Apabila ditelusuri lebih jauh kajian ekonomi-politik dalam mengkaji media
berakar dari pemikiran marxis yang melihat adanya pertentangan dan dominasi
kelas dalam sebuah struktur sosial kemasyarakatan yang dilakukan kelompok
borjuis. Dalam konteks ini, media massa diyakini sebagai intrumen untuk









Sebagai sebuah perantara antara ranah privat dan publik, media
membentuk sebuah sarana yang arnpuh unhrk propaganda
dikarenakan kemampuan me-dia untuk mengatur opini publik.
Meskipun fungsi media tidak semata-mata untuk memproduksi
propaganda, namun propaganda merupakan aspek yang sangat
penting dalam keseluruhan layanan media.Kegunaan sosial dari
ekonomi, sosial dan politik dari kelompok-kelompok tertentu yang
mendominasi masyarakat domestik dan juga negara. Media
. 
melayani tujuan ini dalam berbagai cara: melalui pemilihan topi(
penyebaran keprihatinan, pembentukan isu-isu, penyaringan
informasi, aksentuasi dan penekanan pada sebuah lerita (Herman
and Chomsky, 1988:xi)
Uraian Herman dan Chomsky (1988) tersebut memberikan
peneguhan bahwa media sebagai "ruang antara"yang memperantarai
antara ruang publik dan ruang privattidaklah berada pada wilayah
netral yang bebas dari berbagai kepentingan. Karena fungsi dan
kemampuan media yang dapat mengkapitalisasi opini publik, maka
secara sosial politik, media massa dengan sendirinya memiliki daya
tarik bagi para elit politik dan ekonomi untuk menggunakannya
sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pengamatan
terhadap fenomena media massa bukan hanya memerlukan
pengamatan yang didasarkan pada pendekatan idealis semata,
melainkan juga pendekatan ekonomi politik juga.Tarik menarik
kepentingan diantara berbagai "stakeholders " inilah yang kemudian
menjadi titik fokus kajian ekonomi-politik media dalam memahami
realitas dan keberadaan institusi media.
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Dari uraian teoritis diatas setidaknya didapatkan beberapa
pemahaman yang bisa kita digunakan untuk memproyeksikan
permasalahan yang akan muncul dalam melakukan regulasi terhadap
media massa di Indonesia. Institusi media massa kita saat ini, disatu
sisi memang masih berada dalam situasi euforiasetelah lepas dari
jeratan kontrol dan intervensi negara pasca jatuhnya pemerintahan
Soeharto. Disisi lain Institusi media massa di Indonesia harus diakui
mengalami proses penyesuaian dengan kondisi situasi global dimana
media sudah menjadi bagian dari komoditas sebuah industri.Hal itu
menyebabkan institusi media massa menjadikan profit sebagai
orientasi utama mereka. Selain permasalahan peralihan orientasi,
permasalahan lain yang mendera ranah media massa di Indonesia
diyakini adalah persoalan kebijakan regulasi yang kurang tegas
dikarenakan tumpang tindih otoritas antar lembagayang berwenang.
Implikasinya adalah ketika ada kebijakan regulasi yang dianggap
mengebiri orientasi profit institusi media massa maka dengan
sendirinya timbul penolakan terhadap regulasi tersebut.Untuk itu,
bahasan selanjutnya dalam tulisan ini adalah mencoba melakukan
identifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kebijakan
regulasi media massa di Indonesia.
Regulasi Media di Indonesia; Suatu Kondisi Kontemporer
Lanskap industri media di Indonesia telah berubah drastis
semenjak jatuhnya pemerintahan otoriter Soeharto pada Mei i998.
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ESejak saat itu, industri media di Indonesia menjadi sangat liberal
(irlugroho et a\,2072:12). Liberalisasi industri media tersebut bukan
hanya menyebabkan terbuka luasnya akses kepemilikan terhadap
industri media cetak namun juga berimplikasi pada perlombaan oleh
sejumlah perusahaan berkapitalisasi besar untuk menguasai industri
media penyiaran. Situasi ini berhasil memunculkan sejumlah
konglomerasi media yang mengurita dan menguasai industri media
di Indonesia. Beberapa diantaranya seperti Jawa Post News Network
(JPNN), Kompas Gramedia Group, MNC Group, Media Group
(Metro TV & Media Indonesia) dan CT Group (Trans Cotp). Dalam
konteks ini lanskap industri media di Indonesia dapat digambarkan
dengan pola kepemilikan media yang memusat dan monopolistik
(lihat, Sudibyo, 2004).
Tidak berselang lama, industri media di Indonesia
dihadapkan pada situasi perkembangan teknologi informasi yang
berbasis intemet. Kehadiran infrastruktur intemet turut pula
menyebabkan perubahan pada gaya konsumsi informasi masyarakat
yang pada gilirannya memaksa industri media turut pula melakukan
perubahan pola distribusi informasi yang akan mereka sajikan.
Implikasi dari perkembangan teknologi informasi tersebut
mqmberikan ruang bagi berkembangnya industri media yang
konsem menyediakan konten-konten informasi berbasis digital.
Karena itu berbagai konglomerasi media yang telah mengurita
tersebut, turut pula menyasar konten digital sebagai bagian dari
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bentuk diversifikasi usaha mereka dengan membentuk anak
perusahaan yang secara spesifik berkonsentrasi pada pangsa pasar
konten digital.
Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (2011), tahun
2000-2003 adalah fase dimana industri media Indonesia mengalami
boomingdotcom. Beberapa situs berita yang lahir pada era tersebut
antara lain, detik.comastaga.com,' satunet.com, lippostar.com,
kopitime.com dan berpolitik dot.com. Menjelang tahun 2006, Grup
PT. Media Nusantara Citra (MNC Group) juga telah menyiapkan
situs berita okenews.com yang kemudian secara resmi diluncurkan
pada tanggal 1 maret 2007, sementara Group Bakie melakukan
konsolidasi untuk ikun terjun ke dalam bisnis media online dengan
membuat anak grup perusahaan mereka yang diberi nama Visi
Media Asia atau yang lebih dikenal dengan viva.com. Begitu pula
Kompas Gramedia Grup yang mengembangkan kompas.coru,
sementara di tahun yang sama Tempo Grup membangun
tempointeraktif.com yang belakangan kemudian berubah menjadi
tempo.co. Perkembangan pada ranah teknologi informasi selanjutnya
menyebabkan ruang yang bernama media siber (onlinel menjadi
lebih semarak (lihat, Margianto & Syaefullah, 2011).
Kehadiran situs media siber (online)disatu sisi merupakan
suatu kabar yang mengembirakan bagi perkembangan industri media
massa. Namun, pada sisi lain, kehadiran media siber (online) ini juga





dan tanggung jawab sosial yang terikat oleh etika profesionalitas
kewartawanan. Indikasi tersebut ditunjukkan oleh semakin
banyaknya berita bohong (hoa*) yang disebarkan dengan
menggunakan perantara saluran media siber (online). Menurut
pemberita.an CNN Inilon esia (2911212017) yang mempublikasikan
laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo), diiebutkan bahwa ada sebanyak 800 ribu situs di
Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu (hoax) dan
ujaran kebencian (hate speech).
Keberadaan media sibet (online) yang seringkali dijadikan
saluran penyebar berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate
speech) tersebut disinyalir dikarenakan belum adanya regulasi
khusus yang secara spesifik mengatur masalah tersebut. Riset yang
dilakukan Nugroho dkk (2012) sekurangnya dapat dijadikan
justifikasi untuk membenarkan hal tersebut. Nugroho dkk (2012:5)
menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, pemerintah sebagai
regulator mengalami kesulitan dalam menyelaraskan peraturan-
peraturan dengan lingkungan industri media yang berubah dengan
cepat. Ketidaktanggapan pemerintah dalam membuat regulasi pada
akhirnya menyebabkan industri media bergerak dengan leluasa tanpa
perfturan-peraturan yang tegas.
Untuk membuat regulasi media di era kebebasan informasi
seperti sekarang ini memang bukanlah pekerjaan yang mudah.
Merujuk pada pendapat Haryatmoko (2007:149) disebutkan bahwa
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"reaksi spontan terhadap upaya regulasi media biasanya adalah
penolakan". Memang di era kebebasan seperti sekarang ini. semua
upaya-untuk mengatur, membatasi apalagi melarang media massa
seringkali mendapatkan penolakan yang dengan mudahnya akan
ditafsirkan sebagai bentuk pemasungan demokrasi. Bentuk
penolakan ini juga pernah dilakukan oleh para praktisi penyiaraan
dalam menyikapi keberadaan UU No 32 Tahun 2002. Padahal dalam
situasi sebebas apapun, regulasi terhadap media sangat diperlukan
minimal untuk dijadikan sebagai koridor bagi para praktisi media
dalam beraktivitas. Keberadaan regulasi yang menjadi koridor bagi
praktisi media pada gilirannya diharapkandapat memberikan
jaminan atas informasi yang dapat diterima khalayak. Tujuannya
tentu saja agar praktisi media dapat menghasilkan informasi yang
berkualitas. Pertanyaan yang perlu dikaji kemudian adalah oleh
siapa atau lembaga apa yang paling berhak untuk diberikan
tanggung jawab sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan
kewenangan dalam pengaturan regulasi media di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu perlu
kita mereview kembali berbagai aturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dalamkebijakan regulasi media massa di Indonesia.
Pasca kejatuhan Soeharto pertengahan tahun 1998, kewe.ru.rgqn
dalam meregulasi media massa tidak lagi sepenuhnya menjadi
otoritas pemerintah. Berbagai perundangan baru yang dilandasi




kemudian berhasil dirampungkan oleh DPR cian Pemerintah.
Beberapa diantaranya seperti;UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang
secara khusus mengatur mengenai pers, sementara media penyiaran
dilandasi atas dasar keberadaan UU No 32 Tahun 2002.Dikarenakan
adanya perbedaan karakteristik antara media betak dan media
penyiaran, maka keberadaan UU Pers dan UU penyiaran tersebut
harus kita lihat juga dengan perspektif dan pemahaman yang sedikit
agak berbeda.
Secara filosofis keberadaan UU Pers No 40 Tahun 1999
merupakan UU yang lahir dari semangat juang untuk
menghilangkan segala macam bentuk intervensi negara, sensor,
beserta regulasi yang mengatur konten media (secara khusus media
massa cetak). Sehingga didalam pasalnya tidak dicantumkan lagi
adanya kewajiban bagi penerbitan Pers untuk mengurus Surat Ijin
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Berkaitan dengan masalah
intervensi dan sengketa pemberitaan, UU Pers juga
telahmengamanatkan pada lembaga yang bernama Dewan Pers
sebagai institusi yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari
campur tangan pihak lain sekaligus sebagai lembaga yang berfungsi
untuk memediasi setiap persengketaan yang muncul akibat
pemberitqan. Dengan demikian, berdasarkan UU No 40 Tahun
1999,pemerintah praktis tidak memiliki otoritas dan kewenangan
lagi dalam pengaturan regulasi mengenai pers.
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Prinsip-prinsip tersebut tentu saja tidak bisa sepenuhnya
dapat diterapkan untuk media penyiaran. Bagaimanapun juga media
penyiaran membutuhkan alokasi spektrum fiekuensi sebagai
infrastrukturdasar bagi sebuah lembaga penyiaran untuk dapat
beroperasi.Dikarenakan spektrum frekuensi memiliki kapasitas
terbatas, maka didalam UU No 32 Tahun 2002 tetapdicantumkan
adanya pasal yang mengatur mengenai kewajiban bagi lembaga
penyiaran untuk mendapatkan perijinan alokasi frekuensi. UU
penyiaran ini sekaligus mengintrodusir terbentuknya sebuah
lembaga baru yang bernama Komisi Penyiaran Independen (KPI)?.
Menurut UU tersebut otoritas alokasi frekuensi bagi lembaga
penyiaran diberikan oleh forum bersama antara pemerintah
Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kominfo) dan Komisi
Penyiaran Independen (KPD.
'Ketika akan disahkannya UU No 32 Tahun 2002 penolakan para praktisi industri
penyiaran diperlihatkan melalui sikap mereka yang secara kompak
berdemonstrasi untuk menolak keberadaan UU tersebut yang menjadi dasar
terbentuknya Komisi Penyiaran lndependen. Penolakan ini sekaligus menujukan
ketidaksetujaan mereka dengan keberadaan KPI yang ditakutkan menjadi
lembaga super body dalam menangani masalah penyiaran. Padahal KPI dirancang
sebagai komisi independen dengan representasi keanggotaannya merupakafl
perwakilan publik. Walaupun kemudian praktisi dan institusi media menerima
UU No 32 Tahun 2002, namun keberadaan KPI masih dipandang sebelah mata.
Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan KPI yang tidak ditaati. Misalnya
peraturan KPI mengenai komposisi siaran yang mengharuskan stasiun TV swasta
nasional membuat stasiun relay dimasing-masing Propinsi untuk mengakomodir
konten lokal.
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Namun ketika UU penyiaran No 32 Tahun 2002 harus
dihadapkan dengan keberadaan UU No 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi makadengan sendirinya akan terjadi benturan
kepentingan. Karena pada pasal 1 dan 2 UU Telekomunikasi
dicantumkan 'bahwa penggunaan spektrum frekuensi, sarana
pemancar dan transmisi beserta pengawasan dan pengendaliannya
wajib mendapatkan ijin pemerintah. Hal ini diperumit lagi dengan
adanya UU Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 serta PP No 25 tahun
2000 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur
frekuensi di daerahnya.Tumpang tindih kewenangan antar lembaga
ini kemudian berlanjut dalam penyusunan peraturan teknis penyiaran
sebagai turunan dari perundang-undangan, dimana antara
KOMINFO dan KPI masing-masing merasa sebagai lembaga yang
paling berwenang. Disinilah kemudian memunculkan permasalahan
serius, lembaga mana sebenarnya yang secara legal memiliki otoritas
penuh dalam mengatur frekuensi beserta pengaturan teknis media
penyiaran. Permasalahan pada ranah media penyiaran ini semakin
menjadi ketika produk hukum lainnya malah memperumit dan
memperpanjang daftar masalah. ,
Misalnya saja terkait dengan masalah alih kepemilikan
saham media penyiaran, menurut Sudibyo (2004) dikatakan bahwa;
Minimal ada 2 produk hukum yang bisa menjadi rujukan
dalam alih kepemilikan saham media penyiaraan: UU
penyiaran No.32 tahun 2002 dan UU Perseroan Terbatas No
I tahun 1995. Stasiun televisi dan stasiun radio sebagai
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institusi penyiaran jelas harus merujuk pada LIIJ penyiaran.
Namun stasiun televisi dan stasiun radio sebagai entitas
industri tidak cukup jelas harus merujuk pada UU penyiaran
atau kepada UU perseroan terbatas. Dalam hal ini ada
' " problem hirarkie dan harmonisasi dalam perundang-
undangan kita. Sehingga tidak ada kejelasan mana UU yang
menjadi lex spes-ialis dalam bidang tertentu, termasuk di
bidang penyiaran'.Sudibyo (2004: 5 1)
Bagi para pelaku bisnis dan pemilik modal tentu saja mereka
akan memilih produk hukum yang lebih menguntungkan. Dalam
konteks pengambil alihan saham perusahaan media penyiaraan
misalnya, para pelaku bisnis akan lebih merujuk pada UU perseroan
terbatas. Padahal dalam UU perseroan terbatas tidak satupun pada
pasalnya yang menjelaskan aspek alokasi frekuensi dalam bisnis
penyiaran. Tanpa mempertimbangkan bahwa frekuensi adalah
infrastruktur dasar yang melekat pada setiap perusahaan penyiaran,
maka jual beli kepemilikan saham stasiun televisi atau radio sama
saja denganjual beli frekuensi.
' Tumpang tindih dalam perundang-undangan ini memberikan
peluang bagi pemiliki modal untuk memperluas/melakukan ekspansi
t B"lu* adanya UU yang bersifat Lex specialis sebagaimana yang telah
disebutkan Sudibyo (2004) ini juga dapat terlihat dari beberapa kasus
persengketaan antara masyarakat dan pers terkait dengan pemberitaan, dimana
sengketa pemberitaan masih banyak yang diselesaikan melalui jalur peradilan
dengan menerapkan pasal-pasal pidana dalam KUHP. Padahal apabila merujuk
pada UU pers No 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa persengketaan yang terjadi
akibat pemberitaan dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh
Dewan Pers.
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usaha. Dengan berbekal UU perseroan terl''ata-' s;le:ti clieia:kan
diatas, sebuah perusahaan penyiaran dapat melakukan jual beli
saham dan pengambilalihan kepemilikan. Padahal dalam penuahaan
penyiaraan melekat sekaligus hak guna fiekuensi 1'ang merupakan
ranah publik yang seharusnya diatur sesuai dengan UU penyiaran
dan UU Telekomunikasi. Ketika perundang-undangan perseroan
alpa dengan kondisi ini, maka munculah monopoli industri media
penyiaraan oleh sekelompok pemodal kuat yang menguasai
frekuensi hingga puluhan saluran, mulai dari frekuensi radio hingga
televisi. Dominasi dan penguasaan para pemilik modal ini tidak saja
pada media penyiaran, pada media cetak mereka juga melakukan
ekspansi usaha yang pada gilirannya melahirkan konglomerasi
media massa. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Nugroho, Putri
dan Laksmi (2012) disebutkan bahwa:
Saat ini, dua belas kelompok media besar mengendalikan hanipir
semua kanal media di Indonesia, termasuk didalamnya penyiaran,
media cetak dan media online. Mereka adalah MNC Group,
Kelompok Kompas Gramedi4 Elang Mahkota Teknologi, Visi
Media. Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group,
BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Medi4 Femina
Group dan Tempo Inti Media. Grup MNC memiliki tiga kanal
televisi free-to-air jumlah terbanyak yang dimiliki oleh grup
media jrya 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio
dibawah anak perusahaan merek4 Sindo Radio. Grup Jawa Pos
memiliki 171 perusahaan media cetak, termasuk didalamnya Radar
Grup. KOMPAS, surat kabar paling berpengaruh di
Indonesi4telah mengekpansi jaringannya dengan mendirikan
penyedia konten yaitu KompasTV, disamping 12 penyiaran radio
di bawah anak perusahaan mereka Radio Sonor4 dan 89
perusahaan media cetak lainnya. Visi Media Asia telah
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berkembang menjadi kelompok media lang kuat dengan dua
saluran televisi teresterial (ANTV dan none)sefta media online
yang berkembang d,engan pesat vivaneu"s.com. Sebuah perusahaan
media di bawah Grup Lippo yakni Berita Satu Media Holding,
telah mendirikan Intemet Protocol Television (IPTV)
BeritaSatuTV, kanal media online beritasatu.com dan juga
memiliki sejumlah surat kabar dan majalah. (Nugroho, Putri dan
Laksmi, 2012:4).
Disinilah kemudian memuculkan masalah hegemoni dan
dominasi oleh segelintir elit pemilik modal. Ketika kepemilikan
media hanya terkonsentrasi dan didominasi segelintir elit, problem
lanjutan yang menyertainya adalah dominasi keseragaman konten
yang mereka siarkan / beritakan. Dengan situasi dan kondisi media
massa yang seperti ini, maka harapan akan munculnya keberagaman
kepemilikan diversity of ownership dan keberagaman
kontendiversity of contentsebagaimana diamanatkan perundang-
undangan mustabil akan dapat terwujud. Implikasi selanjutnya
adalah terbatasnya publik untuk dapat turut sefta dalam menentukan
ragam konten media. Dengan sendirinya ruang publik yang
diperankan media massa akan mengalami kebuntuan,
Permasalahan ini akan semakin bertambah, ketika pemilik
media massa terlibat juga dalam aktivitas politik praktis. Maka
bukan tidak mungkin, media massa akan melakukan keberpihakan
secara- politis dalam setiap pemberitaan yang akan mereka siarkan.
Sebagai contoh nyata misalnya,akhir-akhir ini dapat kita saksikan
dari pemberitaan mengenai aktivitas Partai Nasional Demokrat
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(Nasdem), Surya Paloh dan Har1. Tanusoedib).o ),ang seringkali
melakukan blocking timesiaran baik di iuetro T\r, RCTI, Global rv
maupun MNCTV. Padahal belum tentu aktivitas yang mereka
lakukan merupakan informasi yang dibutuhkan atau bermanfaatbagi
publik.
Belum lagaituntas dengan permasalahan regulasi pada media
massa mainstream, kita sudah harus dihadapkan pada keberadaan
dan eksistensimedia siber (online) yang saat ini belum juga memiliki
aturan regulasi tersendiri. Berbagai permasalahan dalam pengaturan
media slber (online) ini disadari juga tidak akan luput dari berbagai
tarik menarik kepentingan antara lembaga. Dengan demikian akan
menjadi sangat dilematis ketika kebebasan pada ranah media
massadisikapi oleh tarik menarik kepentingan dan kekuasaan antar
lembaga atau kelompok. Namun dari uraian di atas, setidaknya
didapatkan beberapapointpenting yang dapat digunakan untuk
menjelaskan mengenai permasalahan yang sering dihadapi daram
membangun kebijiakan regulasi media massa di Indonesia.
Pertama,belum adanya perundang-undangan yang secara secara
khusus dan komprehensif dijadikan lex spesialis dalam media massa
seperti penyiaran, media massa cetak maupun media siber
(online),sehingga masih dapat ditemui sejumlah perundangan_
undangan yang saling tumpang tindih dan berbenturan antar satu
sama lain. Kedua,implikasi dari ketidakjerasan perundangan-
undangan memunculkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga
tL2
yang merasa paling berhak untuk mengatur dan meregulasi media
massa sehingga seringkali mengabaikan keberadaan lembaga lain.
Ketiga, prilaku praktisi atau institusi media massa 1'ang seringkali
hanya memikirkan orientasi profit dan kepentingan pemilik modal
sehingga menyebabkan dominasi konten isi siaraan / pemberitaan
terkadang sering mengesampingkan keberpihakan pada publik.Inti
dari ketiga permasalahan diatas tidak lain bagaimana seharusnya kita
secara bersama-sama dapat memformulasikan antara perundangan-
undangan - institusi media massa- lembaga regulator (publik)
sebagai satu kesatuan sistem yang bersinergi hingga dapat dijadikan
landasan dalam mengkonstruksi kebijakan regulasi media massa.
Persoalan dan tantangan lanjutan yang dihadapi kemudian
adalah;mungkinkah formulasi kebijakan dan regulasi media massa
dapat dibuat dengan "mengawinkan" kepentingan ekonomi politik
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